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ABSTRAK 
 

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ 

Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA 

Sedati, merupakan hasil penelitian lapangan (filed reserch), yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena 

status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar 

kawin di KUA Sedati. 

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan dihimpun dengan dua 

teknik, yakni wawancara dan dokumentasi.  Setelah data dari wawancara dan 

dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir 

deduktif, dengan memaparkan, menjelaskan dan menganalisa terhadap aspek-aspek 

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah gambaran kasus 

pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin calon mempelai 

putri di KUA Sedati yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam. 

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan rafa’ 

secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati 

terjadi apabila saat pemeriksaan dokumen diketahui bahwa calon pengantin putri 

merupakan anak luar kawin. Pelaksanaan rafa’ secara tertutup tersebut didasarkan 

oleh pertimbangan Kepala KUA Sedati untuk menjaga kemaslahatan dan 

menghindari mafsadah. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam 

Pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin 

putri di KUA Sedati diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab dalam Islam 

menganjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah. 

Mengingat bahwa terdapat banyak persoalan status anak luar kawin yang 

terjadi di masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi akan pentingnya 

status anak dalam pernikahan yang dapat mempengaruhi nasab. Dan dibutuhkan 

adanya perundang-undangan mengenai persoalan pernikahan anak luar kawin yang 

tidak hanya mengatur masalah waris, tetapi juga mengatur nasab, dan pernikahan 

anak luar kawin secara khusus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhlukososial yang bergantung kepada 

orangolain. Kebutuhan biologis manusia harus dipenuhi sebagaimana 

kebutuhan hidup lainnya. Agama Islam menetapkan bahwa jalan untuk 

memenuhi kebutuhan biologis tersebut dengan pernikahan. Nikah diartikan 

sebagai akad yang membolehkan seorang suami memanfaatkan 

danmbersenang-senang terhadap kehormatan dan seluruhotubuh seorang 

istri yang sebelumnya dilarang dan telah ditetapkanooleh syara’.1Nikah 

adalah akad yang ditetapkan oleh syariat yang berguna untuk memberikan 

hakokepemilikan bagiolaki untuk bersenang-senang denganoperempuan, 

serta menghalalkan seorangoperempuan bersenang-senangodengan laki-

laki.2  

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai hubungan 

keperdataan biasa, namun perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad 

Saw. Perkawinan merupakan mediaoyang cocok antara agamaoIslam 

denganonaluriah atau kebutuhanobiologis seseorang, serta 

mengandungomakna dan nilaioibadah.3 Perkawinan adalah satu dari 

perintahoagama terhadap orangolaki-laki dan orang perempuan yang 

 
1 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 24. 
2WahbahoAl-Zuhaili, FiqhoIslamoWaoAdillatuhu 9, terj.mAbdul H>>{ayyi al-Kattani, (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), 39. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53. 
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mampu, dalam haloini yang dimaksud ialah generasi muda (al-syabab) 

untukosegera melaksanakan perkawinan yang merupakan perintahoagama. 

Karena perkawinan dapatomengurangi maksiat dari penglihatan, serta 

memelihara diriodari perbuatanozina.4 

Dalam Undang-undang Nomor01 Tahun01974 tentang Perkawinan 

menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumahotangga) yangobahagia danokekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

MahaoEsa.5 Dalam KompilasioHukumoIslam, Perkawinan menurut 

hukumoIslam adalah pernikahan, yaitu akadoyang sangat kuat atau 

mitssaqanoghalidzan untuk0mentaati perintah0Allah, dan melaksanakan 

perkawinan merupakanoIbadah.6 

Di samping melaksanakan perkawinanoomerupakan perbuatan 

ibadah, perempuanoyang telah menjadi seorang istri merupakan amanah 

Allah yangoharus dijaga sertaodiperlakukan denganobaik. Dan ia diambil 

melalui prosesi keagamaan dalam akadonikah.7 Islam memandang 

perkawinan bukan hanya sekedar legalisasi untuk hidup satu atap, namun 

perkawinan adalah suatu ibadah yang suci dan agung sifatnya, sehingga 

memerlukan persiapan, penjenjangan serta penyelenggaraan yang terencana 

agar rumah tangga itu bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya.8 

 
4Ibid. 
5 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
6 Lihat Kompilasi Hukum Islam. 
7 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),41. 
8 Taufiqurrohman Syahuri, Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 

21. 
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Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.9Hal ini dipertegas dalam QS. ar-

Rum ayatm21: 

نَكُممَّوَدَّةًوَرَحْْةًَإنَِّفِيذَلِ  هَاوَجَعَلبََ ي ْ نْأنَفُسِكُمْأزَْوَاجًالِّتَِسْكُنُواإلِيَ ْ كَلََيََتلٍِّقَوْمٍيَ وَمِنْآيََتِِأَِنْْلََقَلَكُممِِّ

رُونَ   تَ فَكَّ

 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”. (Q.S ar-Rum ayat 21) 10 

 

Dalam Islam,perkawinan tidak hanya sebagai perbuatan ibadah, 

perkawinan juga merupakan sunnahmAllah dan Rasulullah. Sunnah Allah 

berarti berdasarkan qadratmdan iradatmAllah dalam menciptakan alam ini, 

sedangkan sunnah Rasulullah berarti suatumtradisi yang sudah ditetapkan 

oleh Rasulullah untuk dirinya dan untukmumatnya.11 Perkawinan sebagai 

sunnahmAllah terdapat dalam firman Allah dalam Q.SAl-Dzariyat ayat 49: 

رُونَ   وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيِْْ لعََلَّكُمْ تَذكََّ
 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Al-Dzariyat ayat 49)12 

 

 
9 Lihat KompilasioHukumoIslam. 
10 DepartemenmAgamamRI, Alquran dan Terjemah, (Surabaya: Sukses Publisihing, 2012), 407. 
11Amir Syarifudin, HukummPerkawinanmIslam dimIndonesia,... 41. 
12DepartemenmAgamamRI, Alquranmdan Terjemah..., 523. 
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Perkawinan merupakan satu dari sunnatullah yang umum berlaku 

untuk semuammakhlukmTuhan, baik manusia, hewan, dan tumbuh-

tumbuhan. Perkawinan merupakan cara  Allah agar manusia dapat beranak, 

berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-

masing pasangan dapat melakukan peranannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan dari perkawinan.13 

Pernikahan berfungsi menjaga keseimbangan garis keturunan, 

menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, serta 

menciptakan sikap saling membantu diantara sesama. Sebagaimana telah 

diketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk sikap tolong 

menolong antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan. Selain 

itu, pernikahan juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-

menolong dimantara golongan, serta penguat hubungan antara keluarga.14 

Menikah merupakan sarana untuk memperoleh keturunan (anak) 

yang sangat diharapkan do’anya setelah kita meninggal dunia, juga 

merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan (syafaat) untuk masuk 

surga melalui anak. Pernikahan menghadirkan ketentraman dalam hidup, 

cinta dan aksih sayang di antara pasangan suami istri.15Allah tidak 

menginginkan manusiammenjadi seperti makhlukmlainnya, yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan bebas berhubunganmantara jantan dengan 

betina secaramanarki, dan tidakmada aturan. Tetapi untukmenjaga 

 
13 AbdulmKhaliqmSyafa’at, Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),14. 
14 Wahbah Al-Zuhaili, FiqhmIslam WamAdillatuhu 9, terj. Abdul H>>{ayyi al-Kattani...,41. 
15 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 

2007), 110. 
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kehormatan dan martabatmkemuliaanmmanusia, Allah adakan hukum 

sesuaimdenganmmartabatnya. Sehingga hubungan diantara laki-laki 

dengan perempuan diatur secara terhormat danmberdasarkan saling 

meridlhai, dengan adanya ijab kabul dijadikan sebuah lambang dari adanya 

rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadirkannya para saksi yang 

menyaksikan kalaumpasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah 

memiliki ikatan.16 

Keberadaanmrukun dan syarat dalam perkawinan dapat menentukan 

keabsahan suatumperkawinan. Dengan kata lain, suatu perkawinan tidak 

sah apabila rukun dan syaratnya tidakmada atau tidak terpenuhi. Tidak ada 

perbedaan pendapat ulama mengenai apa yang harus ada dalam suatu 

perkawinan. Para ulama sepakat bahwa dalam perkawinan harus ada 

akadmperkawinan, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, 

wali dari calon pengantin perempuan, saksi yang menyaksikan akad 

pernikahan, dan mahar atau masmkawin.17 

Ulama Hanfiyah melihat perkawinan dari segimikatan yang berlaku 

antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Rukun 

perkawinan menurut golongan Hanafiyah adalah akad nikah yang dilakukan 

oleh duaopihak yang melangsungkanoperkawinan, sedangkan 

kehadiranmsaksi dan mahar dikelompokkan sebagai syarat 

perkawinan.18Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat rukun dalam 

 
16AbdulmKhaliqmSyafa’at, Hukum Keluarga Islam..., 14. 
17 ItamMusarrofa, PencatatanmPerkawinan di Indonesia, (Surabaya: UINmSunan Ampel Press, 

2014), 45. 
18 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 60. 
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pernikahan ada lima, yaitu laki-laki yang akan menikah, perempuan yang 

akan menikah, wali dari pihak perempuan, mahar, dan sighat akadmnikah.19 

Perkawinan menurut ulama Syafi’iyah adalah keseluruhan yang 

berkaitanmdengan perkawinan dan segala urusannya, yang berarti bukan 

hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun dalam suatu perkawinan 

merupakan segala hal yang harus ada dan terwujud dalam 

perkawinan.Dengan demikian, rukun perkawinan menurut golongan 

Syafi’iyah adalah adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin 

perempuan, wali dari pengantin perempuan, duamorang saksi dan ijab 

yangmdilakukan oleh wali danmkabul yang dilakukan olehmsuami.20 

Undang-Undang Nomor01 Tahun01974 tentang Perkawinan tidak 

menyinggung sama sekali tentang rukun perkawinan, undang-undang ini 

hanya menyebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam 

perkawinan.21 Rukun perkawinan dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan 

harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan 

kabul. 

Wali nikah bertindak sebagai seorang yang menikahkan calon 

pengantin perempuan, dan merupakan rukun yangmharus dipenuh dalam 

perkawinan. Apabila tidak ada wali nikah dalam perkawinan maka status 

 
19Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2010), 48. 
20 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 60-61. 
21 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 45. 
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perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan tersebut didasarkanmkepada 

sabdamRasulullah Saw. riwayatmdari ‘Aisyah r.a.:22 

اَ امْرَأةٍَ نكََحَتْ بغَِيِْْ اِذْنِ وَليِِِّهَا فنَِكَاحُهَا بَِطِلٌ.  فاَِنْ دَخَلَ بِِاَ، فَ لَهَا اْلمهَْرُ بِِاَ اسْتَحَلَّ  ايُّم

لْطَ  انُ وَلِم مَنْ لََ وَلَِّ لََاَ مِنْ فَ رْجِهَا، فاَِنِ اشْتَجَرُوْا فاَلسم  

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak 

menerima mahar  sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan 

(member izin) maka wali hakim (pemerintah yang menjadi wali bagi 

perempuan yang (dianggap) tidak memeiliki wali.” (RiwayatmImam 

Empatmkecuali al-Nasa’i)23 

 

Dalammriwayat dari AbumBurdah ibn AbumMusa dari bapaknya 

mengatakan bahwa Rasulullah Saw.bersabda : 

 لََ نِكَاحَ اِلََّ بِوَلِِّ 
 

“Tidak sah nikah, kecuali dinikahkan oleh wali.” (riwayat Ahmad 

dan ImammEmpat)24 

 

Dalam pasal012 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 

2019, menyatakan bahwa wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.25 Wali 

nasab adalah laki-laki yang beragam Islam yang mempunyai hubungan 

darah dengan calon pengantin perempuan dari pihak ayah. Sedangkan wali 

hakim adalah pejabat yangmditunjuk oleh MenterimAgama atau pejabat 

yang ditunjukmolehnya agar bertindak sebagai walimnikah bagi calon 

 
22Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.., 64. 
23Ibid. 
24Ibid. 
25Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. 
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pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali.26 Syarat menjadi 

walimnasab adalah laki-laki, beragama Islam,0balig, berakal, dan adil.  

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan perkawinanmyang dilangsungkan di muka 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 

sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke 

atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Jadi secara implisit bunyi 

pasal di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya 

wali, maka pernikahannya batal atau dapat dibatalkan. Namun apabila 

ternyata mereka telah hidup bersama sebagai suami istri, maka 

hakmmembatalkannya menjadimgugur.27 

Agar terjamin ketertiban perkawinan, setaip perkawinan  harus 

dicatat. Bagi agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor 

Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan 

administrasi yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan ditandai 

penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.28  Dalam 

pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor01 Tahun01974 tentang 

 
26 Soemiyati, HukummPerkawinanmIslam dan Undang-UndangmPerkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 1982), 46. 
27Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.., 65. 
28 ItamMusarrofa, PencatatanmPerkawinan di Indonesia..., 28. 
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Perkawinan, menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan 

menurut perundang-undangan yang berlaku.29 

Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor020 Tahun 2019 tentang pencatatanmperkawinan. Dalam Pasal 2 

Peraturan Menteri Agama Nomor020 Tahun02019 tentang pencatatan 

perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antara laki-laki 

yang beragama Islam dan perempuan yang beragama Islam wajib dicatatkan 

dalam Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan 

dilakukan oleh KepalamKUA Kecamatan. Kepala KUA kecamatan adalah 

penghulu yang memiliki tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. 

Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilaksanakan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut:30 

a. Pendaftaranmkehendakmperkawinan 

b. Pengumumanmkehendakmperkawinan 

c. Pelaksanaanmpencatatanmperkawinan 

d. Penyerahanmbuku pencatatanmperkawinan. 

Sebelum dilaksanakan pernikahan,  wajib dilakukan pemeriksaan 

dokumen.Dalam Pasal 5 Peraturan Meneteri Agama Nomor020 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan tentang pemeriksaan dokumen 

atau yang biasa disebut dengan rafa’. Pemeriksaan dokumen atau rafa’ 

dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan ataupun penghulu. Dalam Pasal 5 

 
29Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
30 Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. 
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ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Perkawinan menyatakan KepalamKUA atau penghulu 

melakukan pemeriksaan atau rafa’ terhadap dokumen perkawinan 

denganmenghadirkan calonmsuami, calonmistri, dan wali untuk 

memastikanmada ataumtidaknya halanganmuntuk menikah. Hasil 

pemeriksaan tersebut dicatat dalam lembaran pemeriksaan (NB), dan 

ditandatangani oleh calonmsuami, calonmistri, wali dari pihak perempuan 

dan kepala KUAmKecamatan atau Penghulu yang bertugas memeriksa 

dokumen.31 

Pada saat prosesi rafa’ wali yang datang akan diperiksa, apakah wali 

tersebut berhak menjadi wali calon pengantin perempuan atau tidak. Dan 

akan diketahui juga apakah calon pengantin perempuan tersebut merupakan 

anak sah dari bapaknya atau tidak. Jika diketahui tanggal lahir anak tersebut 

dengan pernikahan kedua orangtuanya kurang dari 6 bulan, maka wali 

tersebut akan diperiksa untuk memastikan apakah anak tersebut anak hasil 

luar kawin atau anak sah yang pernikahannya diawali dengan pernikahan 

sirri terlebih dahulu. Jika diketahui ternyata calon pengantin perempuan 

tersebut merupakan anak luar kawin, maka yang berhak menjadi walinya 

ialah wali hakim. 

Di Setiap Kantor Urusan Agama (KUA)mewajibkan rafa’ dilakukan 

sebelum pernikahan. Rafa’ bertujuan untuk memeriksa dokumen-dokumen 

calon pengantin. Pada saat rafa’ akan terkuak masalah-masalah yang ada 

 
31Ibid. 
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pada dokumen tersebut, contohnya ialah perbedaan nama, tanggal lahir pada 

dokumen-dokumen, berhaknya wali atas calon pengantin perempuan, 

kebolehan pernikahan dilakukan, dan lain sebagainya. Namun di KUA 

Sedati, apabila diketahui calon pengantin putri lahir kurang dari 6 (enam) 

bulan pernikahan orang tua, pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup 

antara penghulu dan orang tua calon pengantin putri. Sedangkan kedua 

calon pengantin tersebut dipersilahkan untuk keluar dan tidak diberitahu 

permasalahan tersebut.Jika sudah terbukti bahwa calon pengantin putri 

merupakan anak luar kawin, maka ayah dari calon pengantin putri tidak 

berhak menjadi wali dan yangmakan menjadi wali adalah walimhakim. 

Namun, pihak KUA Sedati tidak memberitahukan kepada kedua calon 

pengantin bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, 

meskipun pada saat akad nikah terjadi akan tetap menggunakan wali hakim. 

Hal itu bertujuan untuk mencegah dibatalkannya pernikahan apabila calon 

suami mengetahui bahwa calon istrinya merupakan anak hasil luar kawin. 

Dengan adanya pelaksanaan rafa’ yang dilakukan secara tertutup 

dalam pemeriksaan anak luar kawin antara penghulu dan wali tanpa 

keterlibatan calon suami dan calon istri di KUA Sedati, maka tidak sesuai 

dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa rafa’ harus dihadiri 

oleh calon suami, calon istri dan wali. Disinilah penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status 

anak luar kawin calon pengantin putri dan bagaimana hukum Islam 
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memandang pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin 

calon pengantin putri di KUA Sedati, yang kemudian penulis merangkum 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ Secara 

Terutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA 

Sedati”. 

 

B. IdentifikasimdanmBatasanmMasalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

dapat meidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan wali nikah. 

2. Pencatatan Perkawinan dalam PMA No. 20 Tahun 2019. 

3. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan rafa’secara tertutup. 

4. Pelaksanaan rafa’ secara tertutup. 

5. Tujuan Pelaksanaan pelaksanaan rafa’ secara tertutup. 

6. Pertimbangan kepala KUA Sedati terhadap pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup 

7. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup. 

Mengingat luasnya pembahasan tentang praktik penyembunyian 

status anak luar kawin sebagaimana identifikasi masalah diatas, maka 

penulis dapat mengambil batasan-batasan masalah yang akan dikaji sebagai 

berikut: 
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1. Pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin calon 

pengantin putri di KUA Sedati. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena 

status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah dalamopenelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar 

kawin calon pengantin putri di KUA Sedati? 

2. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA 

Sedati? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, kajian pustaka berguna untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sejenis 

yang pernahodilakukan oleh peneliti sebelumnya agar kajian dalam skripsi 

ini tidak terjadi pengulangan materi dengan peneliti sebelumnya. 

1. Skripsi yng ditulis oleh Azmi Mahrunnisa’, yang berjudul “Tinjuan 

Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam 

Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati)”. 

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
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UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Skripsi tersebut membahas tentang 

penyamaran lafadh ijab bagi perkawinan anak zina untuk menutupi aib. 

Penyamaran tersebut terdapat pada kalimat tahkim wali yang 

disamarkan dengan bahasa Arab.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fu’ad Amrulloh yang berjudul 

“Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar 

Kain Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974”. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Skripsi 

tersebut membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara status keperdataan 

dan kewarisan anak luar kawin.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulul Fahmi yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di Luar Kawin (Studi 

Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak)”. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. 

Skripsi tersebut membandingkan hukum Islam dengan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam perihal  hak asuh 

anak luar kawin. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Quwadatul Aimmah yang berjudul “Implikasi 

Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi 

Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata/Bugerlijk Wetbook)”. 
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Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Skripsi tersebut membahas 

permasalahan mengenai implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak 

luar kawin menurut hukumoIslam dan HukumoPerdata.  

Perbedaan dari penelitan-penelitian di atas yaitu belum ada yang 

membahas secara spesifik pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status 

anak luar kawin khususnya di KUA Kecamatan Sedati.Maka dari itu penulis 

melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon 

Pengantin Putri Di KUA Sedati”. 

E. TujuanmPenelitian 

Dari rumusanmmasalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak 

luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa’ 

secara tertutup karena status anak luar kawin di KUA Sedati. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teori, hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan 

dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya dalam kasus 

pelaksanaan rafa’secara tertutup karena status anak luar kawin. Selain 
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itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengembangan keilmuan dan 

pemikiran dalam pemahaman hukum keluarga Islam serta bermanfaat 

sebagai bahan bacaan dan refrensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

kasus status anak luar kawin. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi kepala KUA dalam pelaksanaan rafa’ perkawinan 

anak luar kawin. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup 

Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati”, 

maka penulis akan memperjelas maksud dan pemahaman dari judul 

penelitian tersebut, diantaranya yaitu: 

Hukum Islam  :Hukum Islam adalah segala ketentuan Allah 

dan utusan-Nya yang mengandung larangan, 

pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan 

halangan untuk suatu perbuatan.32 Hukum 

Islam yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah al-maṣlaḥah al-mursalah. Al-

 
32 Abd Shomad, Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2017), 26. 
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maṣlaḥah al-mursalah adalah memberikan 

hukum syara kepada sesuatu kasus yang 

tidak terdapat di nash atau ijma’ atas dasar 

memelihara kemaslahatan.33 

Rafa’ Secara Tertutup :dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan 

MenterimAgama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan 

bahwa rafa’ harus dihadiri oleh calonisuami, 

calon istri dan wali dari pihak 

perempuan.Yang dimaksud pelaksanaan 

rafa’secara tertutup disini adalah 

pemeriksaan yang hanya dilakukan oleh 

penghulu dan wali tanpa adanya calon suami 

dan calon istri. 

Anak Luar Kawin :anak yang dilahirkan dari oleh seorang 

perempuan yang tidak memiliki ikatan 

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang 

membenihkan anak di rahimnya, anak 

tersebut tidak mempunyai kedudukan yang 

sama di mata hukum.34 

 
33 Dzajuli, Imu Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), 86. 
34 Mohammad Roully Parsaulian Lubis, (Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undng 

Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 

Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis), https://media.neliti.com>media, diakses pada 26 

Oktober 2019. 
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Berdasarkan definisi operasional yang telah dijelaskan di atas, 

penelititan ini diarahkan untuk meneliti pelaksanaan rafa’ secara tertutup 

karena status anak luar kawin calon pengantin putri yang selanjutnya akan 

ditinjau dengan hukum Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dan proses penelitian menggunakan 

lokasimtertentu. Penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari 

lapangan sebagai obyek penelitian. 

1. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan 

dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ 

Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri 

di KUA Sedati yaitu, tentangpelaksanaan rafa’ secara tertutup karena 

status anak luar kawin calon pengantin putri. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana asal data 

tersebut didapatkan.35Sumber data di bagi menjadi dua, yaitu Sumber 

dataoPrimer dan Sumber dataoSekunder. 

 
35 Suharimi Arikunto, ProsedurmPenelitianmSuatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 

1998), 114. 
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a. SumberoPrimer 

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumbermaslinya.36 Data dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sedati dan penghulu KUA Kecamatan Sedati.  

b. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh 

berdasarkan informasi tidak langsung.37Data-data tersebut dapat 

diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen yang 

mempunyai hubungan penelitian. Untuk dokumen-dokumen hasil 

rafa’, NB, dan sebagainya tidak dapat dipublikasikan karena 

merupakan dokumen rahasia negara. Sumber sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1) PeraturanmMenterimAgama Nomor020 Tahun 2019 tentang 

PencatatanrPerkawinan 

2) Kompilasi Hukum Islam 

3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4) Buku “Fiqh Islam Wa Adilatuhu 9” karya Wahbah al-Zuhaili 

5) Buku “Pencatatan Perkawinan di Indonesia” karya Ita 

Musarrofa 

 
36Irfan Tamwifi,Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220. 
37Ibid. 
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6) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya amir 

Syarifuddin 

7) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data penelitian memerlukan teknik dan 

instrumen tertentu yang sesuai dengan data dan sumber yang telah 

ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawacara (interview) 

Menurut Kartini Kartono, wawancara adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui suatu percakapan yang ditujukan pada 

suatu permasalahan, dengan proses tanya jawab lisan, yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan 

secara fisik.38 Disini penulis mengumpulkan data melalui 

wawancara dalam pelaksanaan rafa’secara tertutup karena status 

anak luar kawin. Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dan penghulu Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sedati. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang berupa suatu naskah atau berkas yang 

berkaitanmdengan subyek yangakan diteliti. Dokumentasi dapat 

 
38 Masruhan, MetodologioPenelitianoHukum, (Surabaya: UINoSunanoAmpel Press, 2014), 191. 
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diperoleh dari penelusuran terhadap dokumen-dokumenoyang 

berkaitanodengan penelitian.39 

4. TeknikoAnalisisoData 

Analisisodata adalahoproses pengorganisasian dan pengurutan data ke 

dalammpola, kategorimdan satuan uraianmdasar sehingga dapat 

menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Analisisodata adalah mengorganisasikanodata 

yang sudah dikumpulkan, meliputi catatanmlapangan danmkomnetar 

peneliti,ogambar,ofoto,odokumen.40 

Setelah data dari dokumentasi dan wawancara terkumpul, maka 

dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, 

dengan memaparkan, menjelaskan dan menganalisa terhadap aspek-

aspek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah 

gambaran kasus pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak 

luar kawin calon mempelai putri di KUA Sedati.Adapun pola pikir 

deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke 

khusus. Dalam hal ini, dengan mengemukakan pengertian-pengertian 

dan teori-teori tentang perkawinan dan anak luar kawin, kemudian 

melihat data dan fakta yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan rafa’ 

 
39Irfan Tamwifi,Metodologi Penelitian…, 222. 
40Ibid, 206. 
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secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di 

KUA Sedati, kemudian diteliti dan ditinjau dengan hukum Islam. 

I. SistematikarPembahasan  

Penulisan dalamopenelitian ini dikelompokkanomenjadi lima bab 

yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Sistematika dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusanrmasalah, 

kajianopustaka, tujuanopenelitian, kegunaanohasilopenelitian, definisi 

operasional, metodeopenelitian, dan sistematikaopembahasan. 

 BaboKedua, merupakan landasan teoritis tentangoperkawinan, yang 

memuat tentang pengertian perkwinan, dasar hukum perkawinan, tujuan 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, 

rafa’,pengertian anak luar kawin, dan pengertian al-maṣlaḥah al-mursalah. 

 Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan rafa’ 

secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA 

Sedati yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian KUA Sedati, 

gambaran pelaksanaanrafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin 

calon pengantin putri di KUA Sedati dan data mengenai tujuan Kepala KUA 

kecamatan Sedati mengenai pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status 

anak luar kawin calon pengantin putri. 
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 Bab Keempat, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin calon 

pengantin putri di KUA Sedati. 

 BaboKelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkwinan disebut juga dengan pernikahan. Pernikahan merupakan 

suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

bukan mahram yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah 

ma waddah wa rahmah.41 Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu “nikah” dan “zawaj”.42 Kata “na-ka-ha” 

banyak terdapatmdalam Alquran dengan artimkawin, salah satunya 

terdapatodalamosurah an-Nisa’ ayat 3: 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تُ قْسِطوُا فِ الْيَ تاَمَىٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِّسَاءِ مَثْنََٰ وَثلََُثَ وَربَُِعَ 

تَ عْدِلوُافَ وَاحِدَةًأَوْمَامَلَكَتْأيَُّْاَنكُُمْ ۖ   تَ عُولوُا ۖ  فإَِنِْْفْتُمْأَلََّ لِكَأَدْنىَٰأَلََّ ذَٰ  

 

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, 

maka kawinilah perempuan-perepuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, 

atau empat orang, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu orang”. 

(QS. An-Nisa’ ayat 3) 

 

Kata “za-wa-ja”dengan arti kawin juga banyak di Alquran, salah 

satunya pada Surah al-Ahzab ayat 37: 

 
41 Rizem Aizid, Bismillah kami Menikah, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 14. 
42AmiroSyarifudin, HukumoPerkawinan Islam...,36. 
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هَا وَطَرًا زَوَّجْناَكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْ حَرَجٌ فِ أزَْوَاجِ    ا قَضَى زيَْدٌ مِن ْ فَ لَمَّ

 أَدْعِياَئهِِمْ 

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) 

istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi 

orang orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat 

mereka..”. (QS. Al-Ahzab ayat 37) 

 

Secaraoartiokata nikah berarti “bergabung”, hubunganokelamin, 

dan jugaoberarti “akad”. Kata nikah dalam Alquran mengandung dua arti, 

yakni hubungan kelamin dan akad.43 Salah satu kata nikah dalam Alquran 

yang berarti hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230: 

ٰ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْْهَُ  ۖ  فإَِنْ طلََّقَهَا فَلََ تََِلم لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ   
 

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka 

perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin 

dengan laki-laki lain”. (QS. Al-Baqarah ayat 230) 

 

Kata nikah dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar akad nikah saja 

namun mengandung arti hubungan kelamin. Karena sesuai dengan hadis 

Nabi uhammad Saw. bahwa setelah berlangsungnya akad nikah dengan 

laki-laki lain maka perempuan tersebut tidak boleh menikahdengan mantan 

suaminya sebelum suami keduadapat merasakan nikmat dari berhubungan 

seksual dengan wanita tersebut.44 Dalam Alquran juga terdapat kataonikah 

yang berarti akad, salah satunya ialah dalam surah an-Nisa’oayato22: 

تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آبَِؤكُُم مِّنَ النِِّسَاءِ إِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ وَلََ   
 

 
43Ibid. 
44Ibid.  
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“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh 

ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu”(Q.S an-Nisa’ ayato22) 

 

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang sudah 

dinikahi oleh ayah tidak boleh dinikahi oleh anaknya meskipun diantara 

keduanya belum melakukan hubungan kelamin. 

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah secara hakiki 

bermakna persenggamaan, sedangkanosecara majazi bermakna akad atau 

ikatan. Akad disebut dengan nikah karena kedua kata tersebut sangat 

berkaitan, sebab akad menjadi jalan menuju pernikahan. Dasar dari 

pendapat tersebut adalah bahwa orang arab lebih sering menggunakan kata 

nikah untuk menyebut persenggamaan.45 Hal ini juga didasari oleh firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230: 

ٰ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْْهَُ  ۖ  فإَِنْ طلََّقَهَا فَلََ تََِلم لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ   
 

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan 

suami yang lain...” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 230) 

 

Ulama’ Syafi’i dan Hanbali memaknai nikah secaraohakiki adalah akad 

sedangkan secara majazi bermakna senggama. Pendapat tersebut didasari 

oleh:46 

1. Penggunaan yang paling populer untuk lafal nikah dalam Alquran, 

sunnah maupun tradisi sering berarti akad. Dalam Alquran tidak 

disebutkan bahwa lafal nikah berarti senggama kecuali di dalam 

Surah al-Baqarah ayat 230. 

 
45Umar Sulaiman Al-Asyqar, Pernikahan Syar’i, (Solo: Tinta Medina, 2015), 8. 
46Ibid, 10-11. 
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2. Ar-Raghib al-Ashfahani berpendapat bahwa makna asal dari nikah 

adalah akad, kemudian lafal ini digunakan secara metamorfosis 

untuk menyebut senggama. Mustahil jika makna asal nikah adalah 

jima’ (senggama) yang kemudian dgunakan secara metamorfosis 

untuk menyebut akad. Sebab, penyebutannya dirasa buruk dan tidak 

patut, sebagimana perbuatannya juga tidak patut untuk 

disebarluaskan. 

3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur [23]: 3: 

 الزَّانِ لََ يَ نْكِحُ إِلََّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لََ يَ نْكِحُهَا إِلََّ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ 
 

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan yang musyrik, dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau 

dengan laki-laki musrik..” (QS. An-Nur [23]: 3) 

 

4. Dibolehkan menafikan pernikahan dari persenggamaan (perzinaan). 

Nabi Muhammad saw bersabda “Aku terlahir dari pernikahan, 

bukan dari perzinaan.” Terkadang seorang selir atau budak wanita 

tidk disebut sebagai zawjah (istri) atau mankuhah (perempuan yang 

dinikahi). 

5. Ibnu Qudamah juga berdalil bahwa lafal nikah merupakan salah satu 

lafal yang dengannya akad nikah terlaksana secara sah. Lafal secara 

hakiki adalah berarti akad, sebagaimana secara hakiki bermakna 

juga persenggamaan. 

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor01 Tahun 

1974 tentangoPerkawinan, perkawinanoialah ikatanolahir batin antara 
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seorangopria dengan seorangowanita sebagai suamioistri dengan tujuan 

membentukokeluarga (rumah tangga) yang bahagia danmkekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan 

seorang perempuan melakukan suatu hubungan yang sebelumnya tidak 

boleh dilakukan47. Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), namun hukum 

itu dapat berubah menjadi sunnah, makruh, wajib, ataupu haram, tergantung 

pada illat hukumnya.48 

1. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang pantas 

untuk menikah dan mempunyai keinginan untuk menikah dan 

mempunyai penghasilan tetap. 

2. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang belum terlalu 

mendesak untuk menikah dan belum mempunyai penghasilan yang 

tetap sehingga apabila menikah ditakutkan membawa kesengsaraan 

bagi istrinya. 

3. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang yang mempunyai 

keinginanountuk menikah dan sudah ada penghasilan yang tetap dan 

 
47 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 43. 
48 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11-12. 
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apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus dalam 

perzinahan. 

4. Hukum nikah menjadi haram apabila menikah dengan tujuan ining 

membalas dendam dan menganiaya wanita tersebut. 

B. Dasar Hukum Perkawinan 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dijaga 

kelestariannya. Karena itu, di dalam Alquran Allah telah menegaskan: 

 

نْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تُ قْسِطوُا فِ الْيَ تاَمَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِِّسَاءِ مَثْنََ وَثلََُثَ وَربَُِعَ فإَِ 

فَ وَاحِدَةً خِفْتُمْ أَلََّ تَ عْدِلوُا    

 “Maka nikahilah olehmu sekalian perempuan-perempuan yang 

kamu sukai dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak berlaku 

adil, maka nikahilah seorang perempuan saja” (Q.S An-Nisa’ ayat 3) 

 

Perintah menikah merupakan perintah langsung dari Allah, adapun 

beberapa firman Allah tentang perintah menikah: 

1. Surah An-Nur [4] ayat 32 

 

وَأنَكِحُوا الَْْيََمَى مِنكُمْ وَالصَّالِِِيَْ مِنْ عِباَدكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُ قَرَاءَ  

ُ مِن فَضْلِهِ وَاللََُّّ    وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُ غْنِهِمُ اللََّّ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 
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perempuan. Jika mereka mskin, Allah akan mampukan mereka 

dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (pemberian-Nya) 

lagi Maha Mengetahui”. 

 

2. Surah Yasiin [36] ayat 36: 

 

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْْزَْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا تنُبِتُ الْْرَْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمَِّا لََ  

 يَ عْلَمُونَ 

 

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari 

diri merek, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. 

 

3. Surah Ar-Rumm [30] ayat 21 

هَا وَجَعَلَ  نَكُمْ  وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ  بَ ي ْ

رُونَ ۖ  مَوَدَّةً وَرَحْْةًَ  لِكَلََيََتلٍِقَوْمٍيَ تَ فَكَّ إنَِّفِيذَٰ  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dar jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rsa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang 

demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir”. 

 

4. Surah An-Nisaa’ [4] ayat 1 
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خَلقََ مِنْهَا  احِدةٍَ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ ٰٓايَُّهَا النَّاس  اتَّق وْا رَبَّك م  الَّذِيْ خَلَقكَ مْ م ِ ي 

َ الَّذِيْ زَ  نِسَاۤءا ۚ وَاتَّق وا اللّٰه ا وَّ وْجَهَا وَبَثَّ مِنْه مَا رِجَالًا كَثِيْرا

َ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيْباا   تسََاۤءَل وْنَ بِهٖ وَالًْرَْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰه

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang  diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan istrinya. Dan, dari keduanya Allah 

memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lai, dan (peliharalah) 

hubungan silaturahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” 

 

5. Surah An-Nahl [16] ayat 72 

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِيَْ وَحَفَدَةً   وَاللََّّ

كْفُرُونَ أفَبَاِلْباَطِلِيُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتاِللَّهِهُمْيَ ۖ  وَرزَقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبِاَتِ   

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka, 

mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengngkari 

nikmat Allah?”. 

 

Selain merupakan perintah allah, menikah merupakan sunnah 

Rasulullah. Berikut beberapa hadis yang memerintahkan untuk menikah: 

1. “Nikah itu sunnahku, barangsiapa tidak suka, berarti bukan 

golonganku!” (HR. Ibnu Majah dari Aisyah Ra.) 

2. “Empat macam diantara sunnah-sunnah para rasul, yaitu 

berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah,” 

(HR. Tirmidzi) 
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3. “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya 

mereka akan mendatangkan harta (rezki) bagi kamu”.( HR. 

Hakim dan Abu Dawud dari Aisyah Ra.) 

4. “Seburuk-buruknya kalian adalah yang tidak menikah, dan 

sehina-hina mayat kalian adalah yang tidak menikah”.(HR. 

Bukhari). 

5. “Wahai generasi muda, bila diantaramu sudah mampu menikah 

hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan 

akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu 

Mas’ud) 

 

C. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan 

biologis manusia sekaligus untuk membentuk keluarga serta mendapatkan 

keturunan yang sah dan mencegah diri dari perzinahan.49 Ada beberapa 

tujuan dengan disyari’atkannya perkawinan dalam Islam, secara rinci tujuan 

perkawinan adalah:50 

1. Menciptakan keluarga islami 

2. Mengatur Potensi Kelamin 

Dalam alat kelamin seseorang terdapat pahala, apabila syahwat 

disalurkan lewat jalan yang halal yakni pernikahan. Namun 

 
49 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern..., 11. 
50 Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 36. 
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apabila menyalurkan syahwat dengan berzina maka 

mendapatkan dosa besar. Hubungan kelamin merupakan 

kebutuhan biologis manusia, karena itu Islam mengaturnya 

dengan cara yang terpuji, yakni pernikahan.51 

3. Menebus dosa 

4. Meningkatkan kualitas berjihad 

5. Menyempurnakan akhlak 

6. Melahirkan keturunan yang mulia 

Menikah bukan hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan 

kelmin, namun juga merupakan sarana untuk mendapatkan 

keturunan yang mulia. Rasulullah Saw bersabda: “Menikahlah, 

dan perbanyaklah keturunan. Sebab pada hari kiamat nanti aku 

akan membanggakan kalian di muka umat-umat yang lain” (HR. 

Thabrani). 

Kebanggaan tersebut bukan hanya sekedar banyaknya anak, 

tetapi juga banyaknya kebaikan-kebaikan dalam menjalankan 

perintah Allah.52 

7. Memperbanyakoketurunan 

8. Meraih kesehatan 

9. Menegakkan sunnah Rasul 

10. Mendidik generasi baru 

 
51 Nadhih Mudjab,Merawat Mahligai Rumah Tangga, (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2000), 12. 
52Ibid, 14. 
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Menikah bukan hanya sekedar mencari keturunan, namun juga 

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Diantara 

kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan agama 

terhadap anaknya. 

Terdapat beberapa hikmah diperintahkannya menikah, yaitu:53 

1. Menikah merupakan cara terbaik untuk menyalurkan nafsu 

syahwat. Dengan menyalurkan syahwat melalui pernikahan, 

maka menghindarkan kita dari peruatan dosa besar, yakni 

berzina. 

2. Menikah merupakan cara terbaik memperoleh ketenangan 

hidup, kasih sayang dan ketentraman bersama pasangan. 

3. Menikah merupakan cara terbaik untuk menjaga kesucian diri. 

4. Dengan menikah, kita melaksanakan tuntutan syariat. Menikah 

merupakan perintah dari Allah dan juga merupakan sunnah 

Rasulullah. 

D. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari keberadaan 

rukunodan syaratoperkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah 

apabila syarat danorukunnya tidak terpenuhi. Rukun perkawinan adalah 

unsur-unsur yang mewujudkan suatumperkawinan, sedangkan syarat 

 
53 Rizem Aizid, Bismillah kami Menikah..., 24. 
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perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subyek hukum 

yang merupakan unsuroperkawinan.54 

Tidak ada perbedaan pendapat oleh ulama dalam menentukan mana 

saja yang harus ada dalam perkawinan, namun ulama berbeda pendapat 

dalam penempatan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk 

syarat. Para ulama sepakat dalam perkawinan harus adaakad nikah, laki-laki 

danmperempuan yang hendak menikah, wali dari calon 

pengantinoperempuan, saksi, dan mahar.55 

Menurut ulama’ Hanafiyah yang menjadi rukun perkawinan adalah 

adanya akad, sedangkan saksi dan mahar merupakan syarat perkawinan. 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah yang menjadi rukun dari perkawinan 

adalah calon suami dan calonoistri, akadonikah, wali dan dua orang saksi. 

Sedangkan mahar dimasukkan dalam syarat perkawinan.56 

Rukun perkawinan dalam Pasal 14 KompilasioHukumoIslam 

menggunakan pendapat dari golonganmSyafi’iyah dengan tidak 

memasukkan mahar kedalam rukunoperkawinan. Rukun perkawinan dalam 

pasal 14 KompilasioHukum Islam adalah calon suami, calonoistri, 

walionikah, duaoorangosaksi, ijab dan kabul. 

1. Calonosuami dan calonoistri  

 
54 Ita Muasrrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 44. 
55Ibid, 45. 
56Ibid. 
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Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

calon pengantin:57 

a. Jelasoidentitasnya 

b. Keduanya beragama Islam 

c. Tidak ada larangan untuk melangsungkanmpernikahan 

diantara kedua calon pengantin. 

d. Telah setuju untuk melangsungkn pernikahan 

e. Sudah dewasa (balig) 

2. Wali Nikah 

Wali adalah seseorang yang mempunyai kedudukan untuk 

berwenang terhadap nama orang lain karena orang lain tersebut 

tidak memungkinkan untuk bertindak sendiri atas hartanya 

maupun dirinya sendiri. Dalam perkawinan wali bertindak atas 

nama pengantin perempuan dalam akad nikah untuk 

menikahkannya.58 Wali adalah kerabat yang mempunyai 

kedudukan untuk menikahkan orang-orang yang tidak boleh 

menikahkan dirinya sendiri, seperti perempuan. Wali dalam 

pernikahan adalah orang yang bertugas melangsungkan akad 

nikah untuknya dan tanpa izin dan restunya tidak dapat 

melangsungkan akad.59 

 
57 SitioDalilahoCandrawati, HukumoPerkawinanoIslam dioIndonesia, (Surabaya : UIN SA Press, 

2014), 38. 
58 Ita Muasrrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 49. 
59 Umar Sulaiman Al-Asyqar, Pernikahan Syar’i..., 9. 
59Ibid, 130. 
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Keberadaan wali nikah merupakanorukun perkawinan yang 

harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat wali dijelaskan 

pada pasal020 ayat0(1) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah 

seorang laki-laki yangomemenuhi syarat hukum Islam, yakni 

Muslim, aqil, danobalig 

Ada tiga kelompok yang mempunyai kedudukan berhak 

menjadi wali, yakni walionasab, waliomu’ṭiq, dan walirhakim. 

Walimnasab adalah walimyang mempunyai hubungan 

kekeluargaanmdengan calon pengantin perempuan. Wali mu’ṭiq 

adalah orang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya 

yang dimerdekakannya. Wali hakim adalah seseorang yang 

menjadi wali karena berkedudukan sebagai hakim atau 

penguasa.60 Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika 

pihak keluarga yang menjadi ashabah dalam waris tidak asa. 

Dasarnya sabda Rasululla SAW: 

لْطاَنُ وَلِم مَنْ لََ وَلَِّ لهَُ   وَالسم

 

“penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai 

wali” (HR. Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102) 

 

Dalam Pasal021 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok 

 
60 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 75. 
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pertama yakni kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, 

yakni ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua 

yakni kelompokrkerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok 

ketiga merupakan kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

lakiokandung ayah,saudara seayah, dan keturunanolaki-lak 

mereka. Kelompok keempat, kelompokmsaudara laki-laki 

kandungkakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan 

laki-laki mereka. 

3. Dua orang saksi 

Akad dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang 

saksi agar mempunyai kepastian hukum. Ulama Syafi’iyah, dan 

Hanabilah menempatkan kedudukan saksi dalam rukun 

perkawinan, sedangkan Ulama Hanfiyah danmZhahiriyah 

menempatkan kedudukan saksi sebagai syarat perkawinan. 

Menurut ulama’ Malikiyah menghadirkan saksi dalam waktu 

akad pernikahan bukanlah sebuah keharusan, namun 

mengumumkan pernikahan disyaratkan adanya kesaksian 

melalui pengumumanoitu sebelumobergaulnya.61 

Keharusan adanya dua orang saksi dalam akadrpernikahan 

terdapat dalam ayat Alquran Surah al-Thalaq ayat 2: 

 
61Ibid,  82. 
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فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِِعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقِوُهُنَّ بِِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  

هَٰ  ۖ  دَةَ لِلََِّّ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأقَِيمُوا ٱلشَّ  

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka 

rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 

baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. 

 

Dalam hadis nabi dari ‘Amran ibn Husein yang diriwayatkan 

oleh Ahmad, sabda Nabi: 

دَيْ عَدْلٍ لََ نِكَاحَ إِلََّ بِوَلِِّ، وَشَاهِ   
“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua 

orang saksi yang adil” 

 

Yang dapat ditunjuk menjadi wali meurut Pasal 25 

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

a. Laki-laki muslim 

b. Adil 

c. Berakal (akil) 

d. Sudah dewasa (balig) 

e. Tidak terganggu ingatan 

f. Tidak tunaorungu atauotuli. 

4. Ijab danoKabul 

Ijabmadalah ucapan penyerahanodari pihakopertama yaitu 

wali, sedangkan kabulmadalah ucapan penerimaan dari pihak 
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kedua yakni pengantin laki-laki.62 Syarat-syarat ijab dan kabul 

adalah sebagai berikut:63 

a. Memulai akad dengan ijab terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan kabul. 

b. Antara materi ijab dengan materi kabul tidak boleh 

berbeda. 

c. Pengucapan ijab dan kabul harus bersambung dan tidak 

boleh terputus. 

d. Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang 

bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, 

karena perkawinan ditujukan untuk seumur hidup. 

e. Ijab danokabul harus menggunakan lafadz yangojelas 

dan terusoterang. 

E. Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi yang 

dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku.64Tujuan dari Pencatatanmperkawinan adalah untuk 

mewujudkanmketertibanmperkawinan dalam masyarakat. Pencatatan 

perkawinan merupakanoupaya untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan yang diatur melalui perundang-undangan.65 Pencatatan 

perkawinanoditandaiodengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk 

 
62 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 61. 
63Ibid, 62. 
64 Ita Muasrrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 28. 
65 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., 91. 
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suami istri. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan bagi orang yang bergamaoIslam, sedangkan bagi agama selain 

Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. 

Pencatatan perkawinan termasuk dalam syarat administratif dengan 

tujuan untuk ketertiban hukum, dan juga memiliki manfaat untuk 

kepentingan dan kelangsungan perkawinan. Pencatatan perkawinan 

bermanfaat untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau 

penyimpangan terhadap rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut 

agama dan perundang-undangan.66Di Indonesia pencatatan perkawinan 

diatur dalam:67 

1. Undang-undang Nomor022 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor03 Tahun01975 tentang 

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan TatarKerja Pengadilan 

Agama. 

5. Kompilasi Hukum Islam. 

6. Undang-undang Nomor023 Tahun02006 tentang0Administrasi 

Kependudukan. 

 
66Ibid,  94. 
67 Ita Muasrrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 29. 
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7. Peraturan Menteri Agama Nomor019 Tahun02018 tentang 

PencatatanoPerkawinan. 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor020 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

Di dalam Islam tidak secara tegas mengharuskan adanya pencatatan 

perkawinan. Namun, perlunya pencatatan dalam perkawinan dapat 

dipahami dalamoQ.S. Al-Baqarah (2) ayato282. 

ى فاَكْتُ بُوهُ  تُمْ بِدَيْنٍ إِلََٰ أَجَلٍ مُسَمًّ نَكُمْ كَاتِبٌ   ۖ  يََ أيَ مهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ

ُ  ۖ  بِِلْعَدْلِ  فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ   ۖ  وَلََ يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ

ئاً  َ ربََّهُ وَلََ يَ بْخَسْ مِنْهُ شَي ْ ۖ  الِْقَم وَلْيَ تَّقِ اللََّّ  

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulus dan hendaklah orang yang 

berutang itu mengimalkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

dari hutangnya...” 

 

Ayat tersebut merupakan ayat tentang keharusan menuliskan 

transaksi bisnis yang bertujuan untuk menghindari pengingkaran-

pengingkaran oleh pihak yang terlibat bisnis di kemudian hari. Perkawinan 

memiliki kesamaanmillat dengan transaksiobisnis sebagai sebuah transaksi 

yang juga menimbulkanohak danokewajiban. Pencatatan perkawinan juga 

bertujuan untukomenghindariopengingkaran yang mungkin dilakukan oleh 
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pihakoyang terlibat. secara tidakolangsung ayat tersebut tidakohanya 

berlaku bagi transaksiomu'āmalah, tetapi untuk semuaotransaksi.68 

Menurut Kamal Mukhtar, dalam Alquran menyatakan bahwa 

akadmnikah merupakan perjanjian yangmkuat, karena sebab itu 

mengqiyaskan akad nikah dengan mu'āmalah dapat dikategorikan ke dalam 

qiyas aula (qiyas yang utama). Dalam akadonikah yangodiakadkan adalah 

diriosendiri yangodiikat perkawinan dengan orang lain. Akad nikah 

menimbulkanohak danokewajiban yang lebih luas dibandingkan dengan 

mu’āmalah, karena hak dan kewajiban yang timbul dari akad perkawinan 

tidak hanya sebatas suami dan istri, namun juga dengan keluarganya.69 

Dalam Pasal02 Peraturan Menter oAgama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinanoantara 

seorangolaki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatatkan 

dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan 

dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.mPencatatan perkawinan dalam 

akta perkawinan dilaksanakan melalui tahapan: 

1. Pendaftaran kehendak perkawinan 

2. Pengumuman kehendak perkawinan 

3. Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan 

4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan. 

 

 
68 Ita Muasrrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 35. 
69Ibid, 36. 
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F. Rafa’ 

Rafa’ adalah pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan sebelum 

dilaksanakannya pernikahan. Pemeriksaan dokumen tertuang dalam Pasal 5 

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala KUA atau 

penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami,ocalonoistri dan 

wali untukomemastikan ada atau tidakohalangan untukomenikah.70 

Apabila dalam pemeriksaanodokumenoperkawinan belum lengkap 

maka kepalamKUAmKecamatan atau penghuluomemberitahukan kepada 

kedua calon pengantin, dan walinya.  Kelengkapanodokumen tersebut 

palingolambat dilengkapi satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan. 

Hasilopemeriksaan dokumen dituangkanodalam lembaran pemeriksaan, 

yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali dan kepala KUA 

Kecamatan atau Penghulu.71 

Pemeriksaamodokumen perkawinan yang dilakukan oleh Pembantu 

Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai 

kesatu dan surat yang diperlukan disampikan kepada KUA Kecamatan, 

serta helai kedua disimpan oleh P4. Pemeriksaan dokumen perkawinan 

dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsngkannya akad.72 

 

G. Anak Luar Kawin 

 
70 Lihat PMAoNo. 20 Tahun 2019 tentang PencatatanoPerkawinan. 
71Ibid. 
72Ibid.  
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Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang wanita namun 

wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-

laki yang menghamilinya menurut agama yang dipeluknya dan hukum 

positif. Dalam hukum perdata pengertian anakoluar kawin ada duaomacam, 

yaitu:73 

1. Anak yang lahir apabila orang tuanya masih terikat dengan 

perkawinan lain, baik salah satunya ataupun keduanya. Anak 

hasil hubungan tersebut disebut dengan anak zina. 

2. Anak yang lahir dari orangtua yang sama-sama bujang dan 

mereka berhubungan seksual hingga hamil dan melahirkan 

namun tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka. Anak hasil 

hubungan ini disebut dengan anak luar kawin. Anak luar kawin 

dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka 

menikah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidakomerinciobatas usia minimal 

dan maksimal bayi berada dalam kandungan sebagaimdasar suami 

menyangkal sah atauotidaknya anak yang dilahirkanoistrinya, namun dalam 

hukum Islam memberikan batas minimal bayi dalam kandungan ialah 6 

bulan terhitung mulai akad nikah dilaksanakan.74 Ketentuan tersebut 

terdapat pada firman Allah SWT : 

 وَحَْْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلََثوُنَ شَهْرًا 
 

 
73 AbdulrManan, Aneka.Masalah Hukum.Perdata Islam di.Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), 81. 
74 AhmadrRofiq, HukumrPerdata Islam dirIndonesia..., 179. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 
 

“...mengandungnya samapi menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (QS al-

Ahqaf ayat 15) 

 

 حَْلَتَْهُ أمُمهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِ عَامَيِْْ  
 

“...Ibunyaotelahomengandungnya dalamokeadaan lemahoyang bertambah-

tambah danomenyapihnya dalam duaotahun (dua puluh empatobulan)” (Q.S 

Luqmanoayat 14) 

 

Para ulama menafsirkan bahwaiayat pertama menafsirkan tenggang 

waktuomengandung dan menyapihnya adalah tigaopuluh bulan. Sedangkan 

ayatokedua menerangkan batas sempurna menyapi bayirsecara sempurna 

adalah dua tahun (24 bulan). Dengan demikian bayi membutuhkanowaktu 

minimal enam bulan di dalam kandungan (30 bulan - 24 bulan). Oleh karena 

itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan dihitung dari akad pernikahan 

berlangsung, tidak bisa dihubungkan nasab dengan ayahnya meskipun bayi 

tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.75 

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia maksimal 

bayi di kandungan, ulama Hanafiyah menetapkan batas maksimal bayi 

dikandungan ialah dua tahun. Ulama Syafi’iyah dan Hambali menetapkan 

batas maksimal bayi dikandungan ialah empat tahun, hal tersebut 

didasarkan pada lahirnya al-Dlahhak setelah berada dalam kandungan 

selama empat tahun. Juga dengan ‘Abd al-Aziz ibn al-Majsyun yang 

dilahirkan setelah empat tahun di dalam kandungan.76 

 
75 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., 180. 
76Ibid, 182. 
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Seluruh ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir setelah 6 (enam) 

bulan perkawinan orangtuanya dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah 

biologisnya. Hal ini sebenarnya hanya mencantolkan dalil ijtihad dari Ali 

dan Ibn ‘Abbas dengan metode al-jam (kompromi) dari al-Baqarah ayat 233 

dan al-Ahqaf ayat 15 yang menentukan batas minimal kehamilaan 

perempuan. Dari hasil ijtihad tersebut ulama fikih menentukan bahwa anak 

yang lahir setelah 6 bulan pernikahan orangtuanya, nasabnya dapat 

dihubungkan kepada ayah biologisnya, meskipun perempuan itu hamil 

dahulu.77  

H. Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah 

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah memperoleh suatu hukum yang 

sesuai menurut akal dipandang dari segi kebaikannya sedangkan tidak 

diperoleh alasannya, sepertimseseorang menghukumi terhadap sesuatu 

yang belum ada ketentuannya oleh agama.78 Kata al-Maṣlaḥah berarti 

kepentinganomanusia, dan kata al-mursalah berarti lepasodari dalil khusus 

yangomembenarkan atauomembatalkannya.79 

Kepentingan-kepentingan hidup manusia yang dapat dijadikan 

pertimbangan hukum yang tidak ada di nash, dibagi menjadi tiga:80 

 
77 Makinuddin, “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Mata”, Jurnal Al-Qanun, Vol.17 

No.2, (Desember, 2014), 281. 
78 NazaroBakry, Fiqh danoUshul Fiqh, (Jakarta: RajamGrafindo Persada, 1996),60. 
79AhmadoAzharoBasyir, IjtihadodalamoSorotan, (Bandung: Mizan, 1996), 49. 
80Ibid. 
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1. Al-maṣlaḥah al-ḍarūrīyah, kepentingan-kepentingan esensial 

dalam kehidupan manusia, seperti memeliharaokeselamatan 

agama,ojiwa,oakal, danoharta. 

2. Al-maṣlaḥah al-ḥājīyah, kepentingan yang dibutuhkan untuk 

kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan, tetapi jika 

tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan. 

3. Al-maṣlaḥah al-taḥsīniyah, kepentingan plengkap dalam 

kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi tidak 

mengakibatkan kesulitan maupun kerusakan. 

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan al-maṣlaḥah al-

mursalah dalam metode ijtihad karena tidakadanya dalil khusus yang 

menyatakan diterimanya maṣlaḥah itu oleh Syari’ baik secaraolangsung 

maupun tidakolangsung. Al-Maṣlaḥah al-mursalah dipopulerkan oleh 

Imam Malik dan diikuti oleh pengikutnya.81Dalam menetapkan sesuatu itu 

maṣlaḥah atau tidak, hendaklah dipandang kemudharatannya dan 

kemanfaatannya. Maṣlaḥah dapat menjadi dasar penetapan hukum  dalam 

kasus yang tidak terdapat dalam nash, apabila:82 

1. Hakiki, bukan suatu anggapan dan benar-benar menimbulkan 

suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. 

2. Umun, tidak hanya untukmkepentingan perseorangan tetapi 

untuk kepentingan orangobanyak. 

 
81 AmirSyarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 380. 
82Ibid. 
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3. Tidakmbertentangan denganmnash. Hal ini sesuai dengan 

pengertian bahwa al-maṣlaḥah al-mursalah adalah menjadikan 

terpenuhinya kepentingan manusia sebagai dasar untuk 

menetapkanohukum dalammhal-hal yangmtidak disebutkan 

dalamonash. 

Dalam pemikiran ushul fikih, al-maṣlaḥah al-mursalah dibagi 

menjadi tiga macam:83 

1. Maṣlaḥah mu’tabarah,myaitu maṣlaḥahmyang legalitasnya 

berdasarkan tunjukan dari suatuonash. Dalam nash menyebut 

sesuatu itu dianggap sebagai kemaslahatan. Misalnya 

pemeliharan jiwa manusia merupakan sesuatu yang harus 

diwujudkan. Keharusan perwujudan ini terdapat pada Alquran 

surah al-Baqarah  ayat 178 tentang pelaksanaan hukum qisas. 

Demikian juga pembebanan hukuman terhadap pencuri dalam 

Alquran Surah al-Maidah ayat 38 ditujukan untuk merelasasikan 

kemaslahatan pemilikan harta benda. Larangan Allah untuk 

mendekati zina ataupun berzina dalam surah al-Isra’ ayat 31 juga 

merupakan usaha mewujudkan kemaslahatan keturunan dan 

kehormatan manusia. 

2. Maṣlaḥah Mulgāh, yaitu maṣlaḥah yang ditolak legalitasnya 

oleh syari’. Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai salah 

 
83 AsafrioJayaoBakri, KonsepoMaqashid Syari’ahoMenurut Al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), 144-145. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

 
 

satu kemaslahatan, akan tetapi terdapat nash yang membatalkan 

atau menafikan kemaslahatan tersebut. 

3. Maṣlaḥah Mursalah, yaitu maṣlaḥah yang tidak terdapat legaitas 

nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya. 

Contoh dari maṣlaḥah mursalah adalah pemberlakuan penjara, 

pencetakan mata uang, dan pembukuan mushaf Alquran. 

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan baik di 

dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat membawa manfaat untuk 

kehidupan manusia. Lawan dari maṣlaḥah adalah mafsadah, mafsadah dapat 

mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Kemudharatan 

harus dihilangkan karena dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan di 

dunia maupun di akhirat. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah: 

رَرُ يُ زَالُ   الَضَّ

“Kemudharatan harus dihilangkan” 

Dan juga terdapat kaidah fikih: 

 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 
 

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih 

kemaslahatan” 

 

Kaidah-kaidah diatas menjelaskan bahwa kemudharatan harus 

dihilangkan dan kemaslahatan harus diraih, namun apabila kemafsadatan 
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dan kemaslahatan datang bersamaan, maka yang harus didahulukan adalah 

menolak mafsadah. Dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih 

kemaslahatan.84  

 
84 Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta:Kencana, 2006), 164. 
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BAB III 

PELAKSANAAN RAFA’ SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK 

LUAR KAWIN  CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA KECAMATAN 

SEDATI 

 

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sedati 

1. Letak Geografis KUAKecamatan Sedati 

KantormUrusanmAgama KecamatanoSedati berdiri pada tahun 

1957. KUA Kecamatan Sedati berada di JalanmRaya SedatimGede 

Nomor027 Sidoarjo (61253). KUA Sedati merupakan Instansi yang 

berada di bawah Kementrian Agama Sidoarjo, dan memiliki tugas untuk 

melaksanakan sebagaian tugas dari KantormKementrianoAgama 

Sidoarjo di bidang urusanmAgama diowilayah kecamatan Sedati. KUA 

Sedati juga memiliki tanggungjawab secara langsung kepada Kepala 

KantormKementerianmAgama KabupatenmSidoarjo.  Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sedati mewilayahi 16 Desa, yaitu: 

a. Desa Sedatigede 

b. Desa Sedati Agung 

c. Desa Betro 

d. Desa Kwangsan 

e. Desa Pepe 

f. Desa Buncitan 

g. DesaKalanganyar
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h. Desa Tambak Cemandi 

i. Desa Gisik Cemandi 

j. Desa Cemandi 

k. Desa Pulungan 

l. Desa Semampir 

m. DesaoPranti  

n. Desa Banjar Kemuning 

o. Desa Segoro Tambak 

p. Desa Pabean 

KUA Kecamatan Sedati menempati lahan seluas 593 M2. 

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sedati : 

a. Sebelah Utara  : Desa Pabean    

b. Sebelah Selatan  : Desa Kwangsan 

c. Sebelah Timur  : Desa Segoro Tambak 

d. Sebelah Barat  : Desa  Sedati Agung  

2. Tugas dan Funsgi KUA Kecamatan Sedati 

 Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati sebagaimana 

tersebut di atas adalah melaksanakan sebagaian tugas dari Kantor   

Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dibidang urusan agama  di 

wilayahoKecamatan Sedati, dan memiliki tanggngjawab secara 
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langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sidoarjo.  

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sedati menyelenggarakan fungsi, antara 

lain: 

a. Perumusan  visi, misi serta kebijaksanaan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di wilayah 

Kecamatan Sedati. 

b. Pelayanan dan pembinaan di bidang Bimbingan masyarakat 

Islam, pengembangan zakat dan waqaf, ibadahrsosial, keluarga 

sakinah, hisab, rukyah dan pemberdayaan Masjid sesuai 

peraturan perundang-undangan yangoberlaku. 

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan 

pengelolaan administrasi pencatatan NTCR. 

d. Melaksanakanotugas lintas sektoralrdengan instansi pemerintah 

terkait dan lembaga masyarakat dalam rangkaopelaksanaan 

tugas Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Sedati. 

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sedati 

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati adalah 

berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggungojawab 

berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang dibawah. 

Terdapat tiga komponen dalam efesiensi strukur organisasi di KUA 

yang secara langsung membantu dan melaksanakan tugas-tugas KUA. 
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Tiga komponen tersebut adalah karyawan KUA, Pembantu Pegawai 

Pencatatam Nikah (P3N), dan Penyuluh Agama. Adapun struktur 

organisasi KUA Sedati adalah sebagai berikut: 

a. Nama   : Drs. Abd. Muntholib 

NIP   : 19620828 199603 1 001 

Tempat/ tgl.Lahir  : Nganjuk, 28 Agustus 1962 

Pangkat / Golongan : Penata Tk I (III/d) 

Jabatan   : Kepala KUA 

Alamat :Ketintang Barat Gang V/80 

Surabaya 

Kepala KUA bertugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan datastatistikodanodokumentasi KUA 

2) Menyelenggarakan suratmmenyurat,pengurusansurat, 

kearsipanodan rumahotangga KUA 

3) Melakukan pembinaan dan pencatatan Nikah – Rujuk 

4) Melakukan pembinaan Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah 

5) Melakukaan pembinaan Zakat dan Wakaf 

6) Melakukan pembinaan Ibadah Haji (Manasik Haji) 

7) Mengatur pola kerja penghulu dan pelaksanaan KUA (Job 

Desc) 

8) Membuat laporan hasil kegiatan operasional KUA 

 

b. Nama   : Amirsyah, S.H 
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NIPo   : 19640423 199103 1 002 

Tempat/ tgl.Lahir  : Menggala, 23 April 1964  

Pangkat /Golongan : Penata Tk. I-III/d 

Jabatan   : Penghulu Muda 

Alamat   : Jl. Jenderal S. Parman 5 RT 2 RT 11 

No. 15A Waru  Sidoarjo 

Penghulu mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Membantu menerimaopemberitahuan kehendakonikah 

2) Membantu  mendaftar,omemeriksa danomenelitiokehendak 

nikah 

3) Membantu menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa 

nikah kantor dan luar kantor 

4) Membantu menghadiri pernikahan dan membantu bertindak 

sebagai wali hakim 

5) Membantu mencatat peristiwa NTCR 

6) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi 

NTCR 

7) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf 

8) Menginventaris data tanah wakaf, baik perorangan atau 

badan hukum yangbelum dan yang sudah memiliki akta atau 

akta pengganti Ikrar Wakaf 

9) Membantu wakif dan nadzir dalam pengurusan surat 

sertifikat dan penyelesaian perselisihan wakaf 
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10) Membukukan hasil wakaf dalam W4 dan menyalinkan 

dalam W6 

 

c. Nama   : Dyana Primawanty 

NIP   : 19701208 200501 2 003 

Tempat/ tgl.Lahir  : Bandung, 08 Desember 1970 

Pangkat /Golongan : Penata Tk I(III/d) 

Jabatan   : Pengolah Data 

Alamat   : Jl H. Syukur IV No. 6 A Sedati Gede 

Pengolah data memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menginput dan mencetak bukti pembayaran calon pengantin 

(Billing) 

2) Melayani duplikat kutipan akta nikah (input dan cetak) 

3) Melaksanakan pelayanan rekomendasi nikah (input dan 

cetak) 

4) Menginput dan mencetak data PNBP NR perbulan 

5) Menginput dan mencetak data surat tugas menikahkan catin 

di luar kantor (Kepala dan Penghulu) 

6) Membuat rekapitulasi jumlah peristiwa nikah perbulan 

7) Menerima dan menyimpan bukti pembayaran catin 

8) Mengerjakan pembukuan dan laporan SPJ dana operasional 

KUA 
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9) Mengerjakan pembukuan dan laporan SPJ dana Bimbingan 

Manasik Haji 

10) Membuat laporan model A,F1,F2 Stok, bulanan, triwulan 

dan tahunan 

11) Mengelolah buku stok umum dan formulir NTCR 

12) Mengelolah buku stok khusus NTCR 

13) Membayar pajak 

 

d. Nama   : Mashuri, S.H 

NIP   : 19700929 200701 1 031 

Tempat/ tgl.Lahir  : Surabaya, 29 September 1970 

Pangkat /Golongan : Pengatur (II/c) 

Jabatan   : Pengolah Data 

Alamat   : Pondok Jati Blok J-6 Sidoarjo 

Pengolah data mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Input pendaftaran nikah dengan aplikasi SIMKAH 

2) Input data dan mencetak model NB dengan aplikasi 

SIMKAH 

3) Input data dan mencetak model N dengan aplikasi SIMKAH 

4) Input data dan mencetak model NC 

5) Mencetak buku kutipan akta nikah 

6) Melaksanakan pelayanan rekomendasi nikah 

7) Input data daftar kehadiran tamu 
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8) Input data layanan BP4 dan konseling keluarga sakinah 

9) Input data peristiwa nikah campuran 

10) Membandel model N dan NB 

11) Melayani duplikat akta nikah 

12) Input data ikrar masuk Islam 

13) Menginventaris barang milik KUA 

14) Membandel sibir tanda bukti penyerahan buku nikah 

15) Menangani permohonan layanan surat keterangan belum 

nikah 

16) Mengupdate file kepegawaian KUA 

17) Input data dan mencetak Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) 

 

e. Nama   : Aftihatud Dalilah, S.Ag 

NIP   : 19720205 200003 2 002 

Tempat/ tgl.Lahir  : Sidoarjo, 05 Februari 1972 

Pangkat /Golongan : Penata Muda  (III/d) 

Jabatan   : Penyuluh Agama Islam 

Alamat   : Kalanganyar RT 10/03 Sedati  

Sidoarjo 

Penyuluh agama islam mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah 

atau kelompok sasaran 
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2) Menganalisis data potensi wilayah / kelompok sasaran 

3) Mennyusun rencana kerja tahunan 

4) Menyusun rencana kerja operasional 

5) Mendikusikan konsep progam sebagai pembahas 

6) Menyusun desain materi bimbingan/penyuluhan 

7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan/penyuluhan 

dalam bentuk naskah dan slide 

8) Menyusun konsep materi bimbingan/penyuluhan dalam 

bentuk rekaman kaset dan video/film. 

9) Mendiskusikan konsep materi bimbingan/penyuluhan 

sebagai penyaji 

10) Merumuskan materi bimbingan/penyuluhan. 

11) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka 

kepada kelompok generasiomuda dan LPM. 

12) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui radio dan 

pentas pertunjukan sebagai sutradara. 

13) Mengolah dan  enganalisa data hasil pemantauan/ evaluasi 

pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan. 

14) Merumuskan hasil pemantauan bimbingan/ penyuluhan dan 

hasil pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan. 

15) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan/ 

penyuluhan dan hasil konsultasi perorangan/ kelompok. 

16) Melaksanakan konsultasi secara perorangan/ kelompok 
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17) Mengumpulkan bahan untuk menyusun pedoman 

bimbingan/ penyuluhan. 

18) Mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan 

pedoman bimbingan/penyuluhan. 

19) Menyusun konsep pedoman bimbingan/ penyuluhan. 

20) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan/ penyuluhan 

sebagai pembahas yang bersifat pembaharuan. 

21) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan 

pengembanganbimbingan/penyuluhan yang bersifat 

penyempurnaan. 

22) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang 

kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan/ 

penyuluhan yang bersifat pembaharuan dan tentang 

pengembangan metode bimbingan/ penyuluhan yang 

bersifat penyempurnaan dan pembaharuan. 

 

f. Nama   : Mujibur Rohman 

NIP   : 19730305 199903 1 007 

Tempat/tgl. Lahir  : Gresik, 05 Maret 1973 

Jabatan   : PPAI 

Alamat   : Buduran Rt 03/05 Sidoarjo 

 

g. Nama   : Roqib, M.Pd 
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NIP   : 19700604 200501 1 001 

Tempat/tgl. Lahir  : Sidoarjo, 04 Juni 1970 

Jabatan   : PPAI 

Alamat   : Kedungpeluk Candi Sidoarjo 

 

h. Nama   : Ichwan Hasan, S. H 

NIP   : - 

Tempat/tgl. Lahir  : Sidoarjo, 13 Oktober 1990 

Jabatan   : Honorer 

Alamat   : Kebonsari Rt 03/01 Candi Sidoarjo 

Petugas kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kebersihan ruangan, dan halaman KUA. 

2) Mengelolah sampah dengan memasukan sampah dan 

membuang pada tempatnya. 

3) Memelihara tanaman bunga, serta membersihkan saluran-

saluran air yang mampet. 

4) Menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

i. Nama   : Hari Dwi Cahyono 

NIP   : - 

Tempat/tgl. Lahir  : Surabaya, 01 Februari 1962 

Jabatan   : Honorer 

Alamat   : Sedati Gede Sedati Sidoarjo 
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Penjaga malam mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menjaga keamanan KUA pada waktu malam hari. 

2) Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk 

memastikan kondisi keamanan kantor. 

3) Mengecek kunci-kunci pintu dan pagar kantor. 

4) Menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

4. Fasilitas Pendukung di KUA Kecamatan Sedati 

Dalam setiap aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap 

instansi pasti dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang ada di KUA 

Kec.Sukolilo kota Surabaya adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah unsur terpenting 

disebuah Organisasi, SDM merupakan komponen penting yang 

harus diperhatikan karena suatu organisasi dapat dikatakan 

berhasil apabila sumber daya manusianya bisa mengoptimalkan 

potensi yang ada.KantoroUrusanoAgama Kecamatan Sedati 

merupakan intansi dibawah Kementerian Agama sidoarjo yang 

sangatomembutuhkan SDM yangoberkualitas, adapun SDM 

KantoroUrusan AgamaoKecamatan Sedati dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Data Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Sedati 
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NO JABATAN JUMLAH 

JENJANG PENDIDIKAN 

SMP SMA SARJANA 

1 Kepala 1 - - 1 

2 Penghulu 1 - - 1 

3 Staf 2 - - 2 

4 Penyuluh Agama 

Fungsional 

3 - - 3 

5 Honorer 2 - 1 1 

 

b. Sarana prasarana sebagaimana SDM merupakan unsur yang 

terpenting dalam meraih tujuan sebuah organisasi, tanpa sebuah 

sarana dan prasarana layananan yang memadahi sebuah instansi 

akan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Adapun yang dimiliki Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sedati adalah  sebagai berikut. 

Data 3.2 

Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Sedati 

NO NAMA SARANA 

PENUNJANG 

JUMLAH KONDISI 

1 Meja Kepala 1 Baik 

2 Meja Staf 10 Baik 

3 Meja Akad Nikah 1 Baik 

4 Kipas Angin 3 Kurang Baik 

5 Tempat sampah 4 Baik 
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6 Kursi Besi 25 Kurang Baik 

7 Kursi Kayu 6 Kurang Baik 

8 Garuda 1 Baik 

9 Kaca Cermin 2 Baik 

10 Kursi Kepala 2 Baik 

11 Almari Brankas 1 Baik 

12 Almari Kayu 6 Baik 

13 Almari File Kabinet 1 Baik 

14 Meja Kursi Sofa 2 Set Baik 

15 TV 1 Baik 

16 AC 1 Baik 

17 Jam dinding 4 Baik 

18 Papan Data 2 Baik 

19 Papan Struktur Organisasi 1 Baik 

20 Rak Besi 2 Baik 

21 Meja TV 1 Baik 

22 Toga 1 Baik 

23 Bendera 3 Baik 

24 Miniatur Ka’bah 1 Cukup 

25 Foto Presiden dan Wakil 

Presiden 

2 Baik 

26 Foto Bupati dan Wakil 

Bupati 

2 Baik 
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27 Pigora 8 Sebagian rusak 

ringan 

28 Atap Gedung 1 Rusak Ringan 

29 Komputer 3 Rusak ringan 

30 Printer 3 Rusak ringan 

31 Mesin Fax 1 Rusak 

32 Listrik 1300W Cukup 

33 Pompa Air 1 Sedang 

34 Ruang nikah beserta 

mobelernya 

1 ruang  Baik 

34 Ruang staf beserta isinya 1 ruang  Baik 

36 Ruang kepala beserta isinya 1 ruang  Baik 

37 Ruang arsip 1 Rusak ringan 

 

 

 

5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sedati 

KantoroUrusanoAgama (KUA) Sedati juga sudahomenggunakan 

program SistemoInformasi ManajemenoNikah (SIMKAH). Program 

SIMKAH kedepannya akan menjadikan sebuah perkembangan 

teknologi yang dapat diakses secara online untuk mencari dan melihat 

data pernikahan seseorang di Indonesia. Namun saat ini SIMKAH di 

KUA Sedati hanya bisa diakses untuk wilayah Sidoarjo saja. Dalam  
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melaksanakan Tugas tersebut KantormUrusanmAgama Kecamatan 

Sedati mempunyai visi dan misi sebagi berikut : 

a. Visi KUA Sedati 

“ Unggul dalam pelayanan masyarakat islam dalam bidang 

nikah, rujuk, hisab, rukyat, produk halal, kemasjidan, haji dan 

keluarga sakinah dan perwakafan “ 

b. Misi KUA Sedati 

1) Meningkatkanopelayanan dibidang nikahodan rujuk. 

2) Meningkatkanmpemahaman masyarakatotentang hisab dan 

rukyah. 

3) Meningkatkanmpemahaman masyarakatmtentang produk 

halal. 

4) Meningkatkanofungsiomasjid. 

5) Meningkatkanopemahaman masyarakat tentang haji. 

6) Meningkatkanopelaksanaan bimbingan manasik haji. 

7) Meningkatkanopemahamanmasyarakat dalam menciptakan 

keluarga sakinah. 

8) Meningkatkanopelayanan dibidangoperwakafan.      

 Adapun untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tujuan dan 

sasaranoyang harus dicapai adalah: 

a. Tujuan 
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1) Meningkatnyamopelayanan danopbimbingan dibidang 

kepenghuluan, PanganopHalal, IbadahopSosial dan 

Pengembangan Kemitraan Umat. 

2) Meningkatkan pelayanan dibidang perwaqafan 

3) Meningkatkan pelayananobimbingan ibadah haji. 

b.  Sasaran 

1) Peningkatan kualitas SDM dibidang Kepenghuluan. 

2) Penigkatan saranaoprasaranaoKantor. 

3) PeningkatanopPemahaman calon pengantin tentang  

Kewajiban SuamimIstri,   kesehatanoReproduksi, serta UU  

No 1 tahun 1974. 

4) Peningkatanmkinerja para Nadziroperorangan maupun 

kelompok.o 

5) Peningkatanolayanan bimbingan manasik haji. 

 

 

B. Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin 

Calon Pengantin Putri di KUA Kecamatan Sedati 

Setiap perkawinan harus dicatatkan agar menjaga ketertiban 

perkawinan. Bagi orang Islam pencatatan perkawinan dilakukukan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi selain agama 

Islam perkawinan di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Di setiap KUA 

Kecamatan sebelum dilaksanakannya perkawinan, wajib melaksanakan 
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pemeriksaaan dokumen. Pemeriksaaan dokumen diatur dalam pasal 5 

Peraturan Mentei Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

Pemeriksaan dokumen biasa disebut dengan rafa’. Rafa’ bertujuan 

untuk memeriksa dokumen-dokumen calon pengantin agar diketahui 

persyaratan yang belum dipenuhi oleh calon pengantin. Selain itu, rafa’ juga 

bertujuan untuk memeriksa identitias calon pengantin agar diketahui ada 

atau tidaknya halangan untuk kedua calon pengantin menikah. Dalam pasal 

5 ayat (3) Peraturan Mentei Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa rafa’ harus dihadiri oleh calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali dari perempuan. 

Ada hal yang menarik yang ada di KUA Kecamatan Sedati saat 

pelaksanaan rafa’. Pelaksanaan rafa’ dilakukan dengan menghadirkan calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali perempuan. 

Namun, apabila dalam pemeriksaan dokumen tersebut diketahui bahwa 

calon pengantin perempuan lahir kurang dari 6 bulan pernikahan 

orangtuanya, pemeriksaan yang semulanya terbuka dihadapan kedua calon 

pengantin dan wali dari perempuan berubah menjadi pemeriksaan tertutup 

yang hanya ada penghulu dan wali dari perempuan tersebut. Pemeriksaan 

secara tertutup tersebut untuk memastikan apakah benar anak perempuan 

tersebut merupakan anak luar kawin atau bukan. 

Dari hasil rafa’ secara tertutup tersebut akan diketahui apakah calon 

pengantin perempuan merupakan anak luar kawin atau tidak. Lahirnya 
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calon pengantin perempuan yang kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang 

tuanya belum cukup untuk menentukan bahwa calon pengantin perempuan 

tersebut merupakan anak luar kawin. Karena kebanyakan orang dahulu 

melakukan nikah siri terlebih dahulu tanpa mencatatkan perkawinan, dan 

setelah berlangsung lama menikah baru mencatatakan perkawinannya. 

Pemeriksaan rafa’ secara tertutup ini dilakukan apabila pemeriksaan 

rafa’ yang terbuka telah selesai. Pemeriksaan ini hanya dilakukan kepada 

wali dari perempuan dengan menyuruh kedua calon pengantin keluar 

terlebih dahulu. Apabila dalam pemeriksaan sudah diketahui bahwa calon 

pengantin perempuan merupakan anak luar kawin, maka penghulu tidak 

megizinkan ayahnya menjadi wali dan pernikahan akan dilakukan dengan 

menggunakan wali hakim.85 

Menurut Bapak Amirsyah, peghulu KUA Kecamatan Sedati, 

pelaksanaan rafa’ secara tertutup ini dilakukan untuk menjaga psikologi 

calon pengantin putri. Jika pemeriksaan anak luar kawin ini dilakukan 

secara terbuka dihadapan kedua calon pengantin dapat membuat psikologi 

dan perasaan calon penganti putri hancur. Dan dalam pemeriksaan tersebut 

hanya untuk memastikan apakah benar bahwa calon pengantin putri 

merupakan anak luar kawin atau anak sah dari pernikahan siri.86 

Hal yang lebih menarik lagi tidak semua calon pengantin akan 

diberitahu oleh penghulu bahwa calon pengantin perempuan merupakan 

 
85 Amirsyah, Wawancara, Sidoarjo, 23 Desember 2019. 
86Ibid. 
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hasil anak luar kawin karena dikhawatirkan perkawinan tersebut akan batal 

jika kedua calon pengantin mengetahuinya. Ada beberapa pertimbangan 

yang menjadikan penghulu tidak memberitahukan kepada kedua calon 

pengantin terkait status anak calon pengantin putri. Selain dikhawatirkan 

akan batalnya perkawinan, juga didasarkan karena mencegah untuk tetap 

menjaga kehormatan ayah dimata anaknya. Di khawatirkan apabila anaknya 

mengetahui, sang anak dan calon menantu akan kehilangan rasa hormat 

kepada ayahnya. 

Pelaksanaan rafa’ secara tertutup merupakan aturan lokal yang 

ditetapkan dalam KUA Sedati. Menurut bapak Drs. Abd. Munthalib, selaku 

kepala KUA Kecamatan Sedati tidak mengetahui apakah di KUA lain 

menetapkan aturan seperti ini atau tidak. Tujuan pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup ini untuk menjaga perasaan psikologi sang anak. Dan banyak sekali 

pertimbangan dan tujuan dalam pelaksanaan rafa’ secara tertutup ini.  

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sedati, pada dasarnya sang anak 

berhak mengetahui statusnya dalam perkawinan orangtuanya. Begitu pula 

dengan calon pengantin laki-laki juga berhak mengetahuinya. Namun 

melihat sisi maṣlaḥah dan mafsadahnya yang menurut Kepala KUA 

Kecamatan Sedati lebih banyak maṣlaḥahnya untuk tidak memberitahunya 

dengan segala pertimbangannya. Adapun pertimbangan Kepala KUA 

Kecamatan Sedati dalam pelaksanaan rafa’ secara tertutup adalah sebagai 

berikut:87 

 
87 Abd.Munthalib, Wawancara, Sidoarjo, 23 Desember 2019. 
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1. Dikhawatirkan akan batalnya perkawinan jika kedua calon 

pengantin mengetahuinya. 

2. Adapun apabila calon pengantin laki-laki tetap menerima 

meskipun dia mengetahui bahwa calon istrinya anak luar kawin, 

dikhawtirkan apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga 

akan keluar ucapan yang mengungkit-ungkit bahwa istrinya 

adalah anak hasil zina. Dan dikawatirkan akan hilang rasa 

hormat suami kepada istrinya. 

3. Dikhawatirkan sang anak akan hilang rasa hormat kepada 

orangtuanya apabila sang anak mengetahui bahwa dirinya 

adalah anak hasil zina dan orangtuanya pernah melakukan zina. 

Sehingga membuat sang anak menjadi tidak menghormati kedua 

orangtuanya. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas yang melatarbelakangi  

Kepala KUA Kecamatan Sedati melakukan rafa’ secara tertutup karena 

status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati. 
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BAB 

IV 

ANALISIS PELAKSANAAN RAFA’  SECARA TERTUTUP KARENA 

STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA 

SEDATI 

 

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati terhadap 

Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin 

Calon Pengantin Putri di KUA Sedati 

Kepala KUA Sedati telah mempertimbangkan pelaksanaan rafa’ 

secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri. 

Pertimbangan tersebut didasarkan oleh kemaslahatan yang ada. Dengan 

dilaksanakannya rafa’ secara tertutup dapat menjaga psikis calon pengantin 

putri. Kepala KUA Sedati juga telah mempertimbangkan untuk tidak 

memberitahukan kepada kedua calon pengantin status anak luar kawin calon 

pengantin putri untuk menghindari mafsadah yang ada. 

Menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 

2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh 

Kepala KUA atau penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami, 

calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk 

menikah. Namun dengan adanya pelaksanaan rafa’ secara tertutup ini hanya 

dilakukan oleh Kepala KUA  atau penghulu dan wali 
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dari perempuan. Meskipun kedua calon pengantin hadir di KUA Kecamatan 

dan sebelumnya telah melakukan rafa’ secara terbuka. 

Dalam perundang-undangan tidak menyebutkan sama sekali 

bagaimana proses pelaksanaan rafa’ bagi calon pengantin putri yang 

memiliki status anak luar kawin. Dalam perundang-undangan hanya 

menyebutkan bahwa pemeriksaan dokumen dihadiri oleh calon suami, 

calon istri dan wali. Dengan demikian dalam Undang-undang tidak ada 

perbedaan atau pengkhususan pemeriksaan dokumen atau rafa’ bagi status 

anak luar kawin calon pengantin putri. Pemeriksaan dokumen dalam 

perundang-undangan bersifat umum, yakni berlaku bagi semua calon 

pengantin dan tidak ada pengkhususan pelaksanaan pemeriksaan dokumen 

bagi anak luar kawin. 

Pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup ini dikarenakan untuk menjaga kebaikan atau kemaslahatan bagi 

kedua calon pengantin dan wali. Dengan adanya pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup ini dapat menjaga psikis calon pengantin putri, karena jika benar 

adanya calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, dapat membuat 

psikis dan perasaan calon pengantin putri hancur. Selain itu, dikhawatirkan 

pula akan terjadi batalnya pernikahan jika calon pengantin laki-laki tidak 

menerima bahwa calon istrinya merupakan anak hasil luar kawin.  

Pertimbangan Kepala KUA Sedati bertujuan untuk menjaga 

kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Hal tersebut merupakan kebaikan 
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karena dalam hukum Islam dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan 

menghindari mafsadah.  

Dengan demikian, pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam 

pelaksanaan rafa’ secara tertutup tidak sesuai dengan perundang-undangan, 

yakni dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 

2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menjelaskan bahwa dalam 

pemeriksaan dokumen harus dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali. 

Namun dalam hukum Islam, pertimbangan Kepala KUA Sedati sangatlah 

bagus, karena pertimbangan tersebut didasarkan untuk menjaga 

kemaslahatan dan menghindari mafsadah yang ada. Dalam hukum Islam 

dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhi mafsadah. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup 

Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati 

Semakin berkembang zaman semakin banyak persoalan yang terjadi 

dan tidak dijumpai penyelesaiannya dalam Alquran maupun hadis sehingga 

para ulama melakukan ijtihad yang mendalam untuk menemukan 

penyelesaian dalam persoalan tersebut. Ijtihad yang dilakukan oleh para 

ulama’ tetap berpedoman pada Alquran dan Hadis dengan berbagai metode. 

Berijtihad dalam menemukan permaslahan yang tidak ditemukan 

penyelesaiaannya dalam Alquran mapun Sunnah, dapat ditempuh dengan 

berbagai cara, diantaranya qiyas (analogi) dan ri’ayat maṣḥalih al-khalq 
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(memelihara kepentingan hidup manusia), yaitu menarik manfaat dan 

menolak mudarat dalam kehidupan manusia.88 

Memelihara kepentingan hidup manusia sebagai cara pokok 

berijtihad, dapat dijabarkan dalam berbagai cabang yakni, al-maṣlaḥah al-

mursalah, istiḥsān, istiṣḥāb dan ‘urf.89Al-maṣlaḥah al-mursalah disebut 

juga dengan ”istishlah” yakni  menetapkan hukum yang tidak disebutkan 

dalam nash dengan memeprtimbangkan kepentingan hidup manusia, 

dengan cara menarik manfaat dan menghindari mudarat.90 

Pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam pelaksanaan rafa’ secara 

tertutup karena status anak luar kawin calon pegantin putri dan tidak 

memberitahukan status anak luar kawin tersebut kepada kedua calon 

pengantin merupakan pertimbangan demi menjaga kemaslahatan dan 

menghindari mafsadah yang ada. Apabila kebijakan tersebut tidak 

diterapkan akan menimbulkan banyak mafsadah. Menjaga kemaslahatan 

merupakan usaha dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. 

Untuk memperoleh suatu hukum yang tidak ada ketentuannya dalam 

nash, maka dapat dipandang dari kemudharatan dan kemaslahatannya. 

Apabila kemudharatannya lebih banyak dari manfaatnya berarti perbuatan 

tersebut terlarang, sebaliknya apabila kemaslahatannya itu lebih banyak dari 

kemudharatannya berarti perbuatan tersebut diperbolehkan dalam agama, 

 
88 Ahmad Azhar Basyir, Ijtihad Dalam Sorotan..., 47. 
89Ibid, 49. 
90Ibid. 
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karena agama Islam membawa kepada kebaikan. Seperti yang dikatakan 

oleh Ibnu Taimiyah:91 

“Hukum sesuatu dikatakan haram atau mubah, maka dapat dilihat 

dari segi kebiasaan dan kebaikannya.” 

 

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati adalah untuk 

menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang terjadi 

apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan. Hal itu sesuai dengan kaidah 

fikih:92 

رَرُ يُ زَالُ   الَضَّ

“Kemudharatan harus dihilangkan” 

Dan juga sesuai dengan kaidah fikih:93 

 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ 
 

”Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada meraih 

kemaslahatan” 

 

Dengan adanya pelaksanaan rafa’ secara tertutup dan tidak 

memberitahukan status anak luar kawin calon pengantin putri terhadap 

kedua calon pengantin dapat menghilangkan kemudharatan (bahaya) yang 

terjadi. Salah satunya ialah hilangnya rasa hormat anak kepada orang tua. 

Meskipun kedua calon mempelai tidak mengetahui status anak luar kawin 

calon mempelai putri, wali yang digunakan dalam akad pernikahan tetaplah 

 
91 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh..., 60-61. 
92 Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2006), 209. 
93Ibid, 237. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 
 

 
 

menggunakan wali hakim, karena ayah dari calon mempelai putri tidak 

berhak menjadi walinya. Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan suatu 

pernikahan. Sah atau tidaknya suatu pernikahan dapat diketahui dari 

terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan. 

Rukun yang harus terpenuhi dalam perkawinan adalah adanya calon 

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut M. 

Lathoif Ghozali agama tidak mengakui hubungan nasab antara anak zina 

dan ayah biologisnya, agama hanya mengakui hubungan antara anak dan 

ibu serta keluarganya, maka ayah berserta keluarga dari ayah tidak dapat 

menjadi wali dalam pernikahan anak zina.94 Dalam hal wali nikah anak luar 

kawin tidaklah menggunakan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim, 

karena nasab dari calon pengantin perempuan mengikuti ibunya bukan 

ayahnya. Sesuai dengan hadis Nabi: 

“Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki 

yang berziana itu tidak dapat apa-apa” (HR Bukhari dan Muslim) 

 

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa anak hasil dari 

perzinaan tidak di nasabkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya. Apabila 

ayah biologis dari mempelai perempuan tidak berhak menikahkan, maka 

pada saat pelaksanaan akad nikah wali hakim harus jelas menyebutkan 

dirinya sebagi wali hakim dalam menikahkan wanita tersebut. Bagi calon 

pengantin perempuan yang tidak memiliki wali untuk pernikahannya dapat 

 
94 M. Lathoif Ghazali, “Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 11 

No.2 (Desember, 2008), 493. 
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menjadikan penguasa untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya. Hal 

tersebut didasarkan pada hadis Nabi: 

لْطاَنُ وَلِم مَنْ لََ وَلَِّ لهَُ   وَالسم

“penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (HR. 

Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102) 

 

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Sedati 

setelah dianalisis menggunakan hukum Islam sudah benar, dengan syarat 

wali hakim harus menyebutkan dengan jelas saat pelaksanaan pernikahan 

bahwa dirinya sebagai wali hakim. Dalam hukum Islam menganjurkan 

untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah, dengan adanya 

pelaksanaan rafa’ secara tertutup dan tidak diberitahukannya status anak 

luar kawin calon pengantin putri kepada kedua calon pengantin di KUA 

Kecamatan Sedati menimbulkan banyak kemaslahatan dan menghindari 

banyak mafsadah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian pelaksanaan rafa’ secara tertutup  karena status anak 

luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin 

calon pengantin putri di KUA Sedati terjadi apabila dalam 

pemerisaan dokumen diketahui bahwa calon pengantin putri 

merupakan anak luar kawin. Pelaksanaan rafa’ secara tertutup 

tersebut merupakan kebijakan lokal KUA Sedati yang 

didasarkan pada pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati 

yang mementingkan kemaslahatan kedua calon pengantin dan 

wali, serta menghindari mafsadah yang ada.  

2. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam 

Pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin 

calon pengantin putri dan tidak membertitahukan status luar 

kawin calon pengantin putri kepada kedua calon pengantin  

diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab dalam Islam 

menganjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari 

mafsadah. Dan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati 

dalam kebijakan tersebut demi menjaga kemaslahatan kedua 
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calon mempelai dan wali serta menghindari mafsadah yang ada. 

 

B. Saran 

Dari penelitian pelaksanaan rafa’ secara tertutup  karena status anak 

luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Persoalan anak luar kawin tentu banyak terjadi di masyarakat, 

perosalan status anak luar kawin tidak hanya menyulitkan saat 

pernikahan saja, namun dalam hal waris-mewaris status anak 

luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya 

karena status anak luar kawin mempengaruhi nasab. Nasab dari 

anak luar kawin tidak mengikuti ayahnya melainkan hanya 

ibunya saja, dan status anak luar kawin akan mempengaruhi wali 

nikah. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi terhadap 

masyarakat terhadap nasab anak luar kawin dan dampak negatif 

dari perzinahan. 

2. Dibutuhkan adanya perundang-undangan mengenai persoalan 

pernikahan anak luar kawin yang tidak hanya mengatur maslah 

waris, tetapi juga mengatur nasab, dan pernikahan anak luar 

kawin secara khusus. 
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